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P U T U S A N

Nomor 849/Pdt.G/2022/PA.Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sekayu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai talak antara:

PEMOHON,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani  Kebun  Sawit,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Musi

Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  selanjutnya  disebut

sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Musi

Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  selanjutnya  disebut

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023

telah  mengajukan  permohonan  cerai  talak  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 25

Januari 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di

Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera

Selatan  pada  tanggal  06  Agustus  2010,  tercatat  pada  Kantor  Urusan
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Agama  Kecamatan  Babat  Toman,  dengan  Kutipan  akta  nikah  Nomor

NOMOR, tanpa tanggal bulan Agustus 2010;  

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah

orang tua Pemohon di Desa Bruge selama lebih kurang 08 (delapan tahun)

tahun, kemudian pindah ke rumah kontarakan di Desa Beruge selama lebih

kurang 02 (dua) tahun, sampai kemudian berpisah;  

3. Bahwa,  setelah  menikah  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 05  (lima) orang anak

laki-laki yang bernama;     

3.1 ANAK I, umur 10 (sepuluh) tahun;  

3.2 ANAK II, umur 08 (delapan) tahun;  

3.3 ANAK III, umur 07 (tujuh) tahun;  

3.4 ANAK IV, umur 05 (lima) tahun;  

3.5 ANAK V, umur 01 (satu) tahun, anak yang pertama sampai ke empat

dalam  asuhan  Pemohon  sedangkan  anak  yang  ke  lima  dalam asuhan

Termohon; 

4. Bahwa,  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  awalnya  rukun  dan

damai selama lebih kurang 05 (lima) tahun, kemudian sejak tahun 2015

sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang disebabkan karena;  

4.1 Termohon melawan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;  

4.2 Termohon keras kepala;  

4.3 Termohon suka menelpon pria saat Pemohon bekerja;  

4.4 Termohon tidak mau datang saat orang tua Pemohon meninggal dunia;

5. Bahwa,  pertengkaran  terakhir  terjadi  antara  Pemohon  dan  Termohon

pada bulan Desember 2021, gara-gara Pemohon mengajak Termohon ke

rumah orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon meninggal dunia

namun Termohon tidak mau lalu terjadilah cekcok mulut antara Pemohon

dengan  Termohon  dan  pada  saat  itulah  Pemohon  dengan  Termohon

berpisah; 

6. Bahwa,  sekarang  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah

selama lebih kurang 01 (satu) tahun;  
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7. Bahwa, selama pisah rumah tersebut tidak ada usaha keluarga untuk

merukunkan Pemohon dan Termohon;  

8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun

1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi

Hukum Islam Pasal 116;  

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pemohon dan Termohon

yang  demikian,  Pemohon  berketetapan  hati  mengajukan  gugatan  cerai

talak ke Pengadilan Agama Sekayu. 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  maka  Pemohon  mohon  kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Sekayu  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj'I  terhadap  Termohon  (TERMOHON) di  depan  sidang

Pengadilan Agama Sekayu;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

 

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

menurut relaas Nomor 93/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 25 Januari 2023 dan 1

Februari  2023  yang  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis  hakim telah  menasehati  Pemohon agar  berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.  Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 06 Agustus

2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat

Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  dan  memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada

tanggal  06  Agustus  2010  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Babat  Toman,  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera

Selatan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah

telah dikaruniai 5 orang anak, anak pertama sampai anak ke empat

berada dalam asuhan Pemohon, dan anak ke lima berada dalam

asuhan Termohon;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
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lebih  sejak  Tahun  2015  sudah  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

pertengkaran; 

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3

kali;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab  ketidak

harmonisan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  disebabkan

karena Termohon memiiki  pria  idaman lain  dan Termohon sering

keluar rumah tanpa izin Pemohon;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah  rumah  sejak  1  (satu)  Tahun  yang  lalu  sampai  dengan

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

2. SAKSI II PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di

Kabupaten  Musi  Banyuasin,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki

hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu tetangga;

 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri  yang  sah  yang  menikah  pada  tanggal  tanggal  06  Agustus

2010  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Babat  Toman,

Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan

Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Pemohon  dan

Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah  tidak  lagi  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran   sejak  Tahun  2015  yang  mengakibatkan  antara
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Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu Tahun yang

lalu  sampai  dengan  sekarang  dan  selama  berpisah  antara

Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi

mengetahui dari pengaduan Pemohon;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

Pemohon  dan  Termohon  disebabkan  karena  Termohon  memiliki

pria idaman lain dengan sering menelepon pria lain tersebut;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa,  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Pemohon

dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

lebih baik bercerai; 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap  pada  permohonan  dan  mohon  putusan  yang  mengabulkan  tuntutan

Pemohon; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon,  meskipun  dipanggil  secara

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  pula  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa Termohon yang dipanggil  secara resmi  dan patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

mungkin  menasehati  Pemohon  untuk  bersabar  agar  bisa  membina  rumah

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu

perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  maka  sesuai

Pasal  4  angka (2)  huruf  b  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  perkara  ini

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  P merupakan akta  otentik,  telah  bermeterai

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga

sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  285  R.Bg.  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Oktober 2011; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio

memiliki  legal  standing  sehingga  Pemohon  dapat  dinyatakan  sebagai  pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;
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Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon;  

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat

Pemohon  dan  atau  Termohon  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

sudah  dewasa  serta  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  171  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  saksi  Pemohon  bersesuaian  dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  2  saksi  Pemohon,  terbukti  fakta

kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiiki

pria idaman lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

2. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rpisah rumah sejak 1 (satu)

Tahun  yang lalu  hingga sekarang dan  selama itu  pula  keduanya tidak

pernah berkumpul  lagi  dan tidak  melaksanakan hak dan kewajibannya

masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa,  baik  majelis  hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak

keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon
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dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

 Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Pemohon  belum  pernah  menjatuhkan  talak,  maka  petitum

permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  cerai  talak,

berdasarkan  ketentuan  149  huruf  (d)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bilamana

perkawinan  putus  karena  talak  maka  bekas  suami  wajib  memberikan  biaya
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hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon saat ini

belum  mumayyiz,  sehingga  kewajiban  sebagaimana  tersebut  di  atas  harus

dibebankan kepada Pemohon apalgi  senyatanya anak yang terakhir  saat ini

dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah anak Majelis Hakim Majelis

Hakim akan menetapkan beban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah

kepada  anaknya  tersebut  semata-mata  demi  untuk  kepentingan  anak  yang

disesuaikan  dengan  kemampuan  Pemohon,  kelayakan,  kepatutan  dan

kemaslahatan untuk tumbuh kembang serta masa depan anak sesuai dengan

kebutuhan hidup minimum seusia anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c)

Kompilasi  Hukum Islam,  bahwa sesuai  penghasilannya,  suami  menanggung

biaya rumah tangga,  biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi  isteri  dan

anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian merujuk pada Pasal 41 huruf

(b) bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c)  Kompilasi

Hukum  Islam  jo.  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang

Perlindungan  Anak,  maka  Pemohon  wajib  membayar  nafkah  anak.  Hal

demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr

Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab I’anah al Thalibin,

juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:

الب  فنفقته وأم أب له من                     على
Artinya: “Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi

nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya”.

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  kesanggupan  Pemohon  dalam

persidangan, yang menyatakan siap memberikan nafkah untuk anaknya yang

bernama ANAK V, umur 1 (satu) tahun yang saat ini  berada dalam asuhan

Termohon,  sebesar  Rp.  300.000,-  (tiga  ratus  ribu  rupiah).  Oleh  karena  itu,
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menurut  Majelis  Hakim  Pemohon  patut  dihukum  memberikan  nafkah  anak

tersebut untuk saat ini minimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap

bulannya  di  luar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  yang  diserahkan  melalui

Termohon sertiap bulannya, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak

tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau telah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan

mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hadhanah satu orang anak sejumlah

Rp.  300.000,-  (tiga  ratus  ribu  rupiah) setiap  bulan  untuk  masa  yang  akan

datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut,

Majelis Hakim berpendapat nafkah anak tersebut harus dengan kenaikan 10%

setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi  kenaikan harga barang dan

fluktuasi  nilai  rupiah  setiap  tahunnya,  maka  karenanya  perlu  ditetapkan

konpensasi  dari  adanya  kenaikan  harga  dan  fluktuasi  nilai  rupiah  tersebut

dalam putusan ini;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Sekayu;  

4. Menghukum kepada  Pemohon untuk  memberikan  nafkah  anak

yang  bernama  ANAK  V,  umur  1  (satu)  Tahun,  minimal  sejumlah  Rp

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui  Termohon setiap bulannya di

luar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan,  dengan  kenaikan  sebanyak  10%
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(sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa,

berusia 21 tahun atau menikah;  

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal  07 Februari 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal  16 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Siti Sofiyah, S.H.I. sebagai

Ketua  Majelis,  Tony  Abdul  Syukur,  S.H.I. dan  Fidya  Rahma  Insani,  S.Sy.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota, putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh  Nur Siti

Hafsah  Al  Muslim,  S.H.I. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Tony Abdul Syukur, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I.
Hakim Anggota

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy.
Panitera Pengganti

ttd

Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I.
Perincian Biaya:
1. Biaya PNBP : Rp.  60.000,00
2. Proses : Rp.  80.000,00
3. Panggilan : Rp.   600.000,00
4. Meterai : Rp.          10.000,00  

Jumlah Rp.   750.000,00 
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
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